GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 98 ayat {1} Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan.
Daerah-Daerah  Otonom  Provinsi Kalimantan  Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106});

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3455};

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421};
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomeor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi  Pengendalian Lalu Lintas Dan  Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5358);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541});

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 5);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah {Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 13);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2017 Nomor 6);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2017
tentang Tata  Cara  Pemberian, Penyaluran  dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur; ( Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 8)

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 68 tahun 2014
tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Kalimantan Timur
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor
68);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
Nomor 67);

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 2};

Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 Nomor 20);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 20 18.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi
kewenagan daerah otonomi.

2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan

Peraturan Daerah.

4. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang
memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 {satu) tahun.

5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD
sebagai dasar penyusunan APBD.

6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim selaku
Bendahara Umum Daerah.

8. Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai acuan Kepala
SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan Kepala BPKAD sebagai SKPKD dalam
menyusun RKA-PPKD.

Pasal 2
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2018 mengacu
pada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3
Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilakukan pada Sistem Informasi Bridge

System yang telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah
(SIMDA).
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Pasal 4
Petunjuk Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2018 adalah

sebagaimana tercantum dalam Lam ir
X an d : . .
dari Peraturan Gubernyr ini. P °f merupakan bagian tidak terpisahkan

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV., KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTQ, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198506 1 006




LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39

TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD TAHUN
ANGGARAN 2018

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1.1. Pendapatan Asli Daerah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

a)

b)

g)

Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Kaltim.

Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum.

Peraturan Daerah Provinsi Kaitim Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha.

Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen),
termasuk yang dibagihasilkan pada kabupaten/kota
untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan
Jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.



2)

3)

h)  Pendapatan yang  bersumber dari Retribusi

dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,
pengawasan  di lapangan, penegakan  hukum,
penatausahaan, biaya  dampak negatif  dari
perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,

i)  Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari
hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD
yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-
Badan Layanan Umum  Daerah (PPK-BLUD),
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok
pendapatan PAD, Jjenis pendapatan Retribus;j Daerah,
obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek
pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun
Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai
kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan:

a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi pemupukan Iaba {profit oriented) adalah mampu

b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan
fungsi kemanfaatan umum (public service oriented)

cakupan layanan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

a} Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai
salah satu bentuk investasi jangka panjang non
permanen, dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil
Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat
Penerima.
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berkenaan.

Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang
Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek
sesuai kode rekening berkenaan.

1.2. Dana Perimbangan
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana
perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH]

a)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak
Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan
dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)
yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib
Pajak Orang Pribadji Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh
Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-
Pajak Tahun Anggaran 20 18.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018
belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-
Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak
3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016,
Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.

ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasi

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atay
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran {LRA)
bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018,

Pendapatan dari DBH-Cukaj Hasil Tembakau (DBH-CHT)
dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atay Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut
provinsi/kabupaten /kota Tahun Anggaran?2018.



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan
mengenai Rincian DBH - CHT menurut
provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018
ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018
ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 dengan
pemberitahuan kepada  Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atay
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan
kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan
lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai
dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai
tlegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan
dengan keputusan Gubernur.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-
SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-
Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan,
DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-
Pengusahaan Panas Bumj dianggarkan sesuai Peraturan
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atauy
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokas;j DBH-SDA
Tahun Anggaran2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN
Tahun Anggaran 2018 atay Peraturan Menteri Keuangan
mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belum
ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDA
didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga)
tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, Tahun
Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, dengan
mengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga dan
hasil produksi (lifting} minyak bumi dan gas bumi Tahun
Anggaran 2018,



2)

APBD Tahun Anggaran 2018,

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana
Reboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatan
kurang salur tahun-tahun sebelumnya atay selisih
pendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebih
tersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun  Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-
Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran
sebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada di

DR tersebut sesuai peraturanperundang-undangan.

Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi dan
rehabilitasij hutan, Pemerintah Provinsi agar

Pendapatan Yang berasal dari DBH-Migas wajib
dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan
dasar yang besarannya adalah 0,5% (nol koma lima
perseratus) dari tota] DBH-Migas sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden
mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018,

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun
Anggaran 2017,

Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan
daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,
Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU
dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi
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Penganggaran Danga Alokasi Khusus (DAK]}:

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2018 atay Peraturan Menteri Keuangan mengenai
Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran
2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah  harys
menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih
dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah

dianggarkan  dalam APBD, dan sepanjang  sudah
dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat umum tersebut diterima setelah

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan
keuangan bersifat khusus tersebut diterima  setelah
peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018

2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau
dicantumkan dalam LRA  bagiPemerintah Daerah yang
tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018,
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Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari
pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atay pihak ketiga,
baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam
negeri/luar  negeri, kelompok Mmasyarakat maupun
berorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atay pengurangan kewajiban
pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD
setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari
Pen_1en'ntah Daerah lainnya tersebut didasarkan pada

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut dj
atas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam

dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan,
kelompokLain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek
pendapatan Dana Darurat.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk
mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani
masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasa] 296 ayat
(3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang
sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian
APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri
Keuangan mengenai Alokas; Dana Darurat Tahun Anggaran
2018.



dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah
digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan

memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya
manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah,

baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun
program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan
akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan
efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus
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2.1. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hai-hgl
sebagai berikut:

1} Belanja Pegawai

a)

d)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai
Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan
beraturan perundang-undangan serta memperhitungkan
rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta
pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.

Penganggaran belanja pegawai  untuk kebutuhan
pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun
2018.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan
gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan
mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang
besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus)
dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan
tunjangan.

Nasional, Undang—Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS} dan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan.

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil
Negara.Penganggaran penyelenggaraan jaminan
kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,
dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku
bagi pegawai Aparatur  Sipil Negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang—undangan.
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f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan
persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Kebijakan
dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah
Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

h) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana
Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari
APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkan
dalam APBD Provinsi pada kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan
tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan,

Belanja Bunga

Bagidaerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga
pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun
jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
Tahun Anggaran 2018,

Belanja Subsidi

Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menyelenggarakan
pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan
pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil
produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya
terbatas.Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi
tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan
dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD
Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima
subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan
ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab
keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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Belanja Hibah dan bantuan Sosial

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah
yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan
bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Pajak

a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber
dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota mempedomani Undang- Undang Nomor 28
Tahun2009.

Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah  provinsi
dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum
direalisasikan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota
ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2018.

b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana maksud
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal
18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005.

c) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak
daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam
daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima
sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai kode rekeningberkenaan.
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6) Belanja Bantuan Keuangan

a)

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada

dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam
rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan
keuangan masing-masing daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2014tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,
Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Petnerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan
lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam
Pasal 72 ayat (1) hurufe Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desadan Pasal 98 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014tentang peraturan pelaksanaan UU
Nomor 6 Tahun 2014sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

harus diuraikan daftar hama pemerintah Kabupaten selaky
penerima  bantuan keuangan sebagai rincian obyek
penerima  bantuan keuangan sesuai kode rekening
berkenaan.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 8 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
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7} Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara
rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun
Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan

sifatnya tidak biasa atay tidak diharapkan terjadi berulang,
seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,
kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam
bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
tahun-tahunsebelumnya.

2.2. BELANJA LANGSUNG

Peng

anggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan

program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

1) Pe

nganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk

program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya
dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka

pe
Pe

ningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan
merintah Daerah kepada kepentingan publik.

bukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan

2) Belanja Pegawai

a)

b)

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,
penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
memperhatikan  asas kepatutan, kewajaran  dan
rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan
kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu
pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target
kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal
tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non
PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan
bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan
benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektifitag pelaksanaan kegiatan dimaksud
dengan memperhatikan pemberian Tambahan
Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada
2.1.14) dan pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut
pada 2.1.1.g}.

Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke
dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium
dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non
PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD
dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah.
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3) Belanja Barang dan Jasa

a)

b)

Pemberianjasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan
dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa
besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Penganggaran belanja barang dan jasa  agar

usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpa
mengabaikan prinsip  efisiensi, persaingan  sehat,
kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.

Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak
ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka
pemberian  hadiah pada  kegiatan yang bersifat
perlombaan atay penghargaan atas suaty prestasi,
Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada Jjenis Belanja
Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan,

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan hyata yang didasarkan atas
pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai
dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi
sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017,

Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawaij
Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitupegawai tidak tetap,

dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD
dengan mempedomani Undang-Undang  Nomor 40
Tahun 2004, Undang—Undang Nomor 24 Tahun 201 1dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

Pengembangan pelayanan kesehatan di luarcakupan
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh
BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah /Wakil
Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.
Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya
berupa pelayanan Medicalcheck up sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga ({satu

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,
Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan
Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin
dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang
Nomor40 Tahun 2004, Undang—Undang Nomor 24 Tahun
2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak
menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan
melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan
dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang
menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan
kesehatan.
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h) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi

i)

k)

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang
belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900 /2280/8J tanggal 5 Mei
2014.

Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya
pada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebut
harus digunakan tahun anggaran berikutnya dan
penggunaannya tetap mempedomani Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/84J tanggal 5 Mei
2014,

PenganggaranPajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah
dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat
Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan
daerah.

Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran
berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan
jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,
serta peraturan perundang-undangan lain dj bidang
hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan
dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun
barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait
dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai
siap diserahkan.

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka
kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan
dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas liar negeri,
dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya
dibatasi serta memperhatikan  target kinerja dari
perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan
kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan
perundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanan
dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden
Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar
Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan

keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan

dinas harus memperhatikan aspek
pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau Iumpsum,
khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya
riil;

b} Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya
riil;

c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat
penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat
tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana
perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan
secara lumpsum.

€) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai
dengan biaya riil, Komponen sewa kendaraan
hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil
Gubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hak
keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya;

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas

ditetapkan dengan KeputusanGubernur. Penyediaan

anggaran untuk perjalanan dinas yang
mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam
belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran
perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan
perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur.

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas

ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan

aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
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m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang
terkait dengan pengembangan sumber daya manusia
bagi:

1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;

2. pimpinan dan Anggota DPRD; serta

3. unsur lainnya seperti tenaga ahli,

diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing
wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan.
Dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,
seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat
dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek
urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,
kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan
diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan
anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi
oleh penyelenggara.

n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,
pendidikan dan  pelatihan, bimbingan  teknis,
sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sgjenis
lainnyaagar  diprioritaskan  untuk menggunakan
fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang
sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan
mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2015 tentang  Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka
Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

o} Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna
barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada
daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

¢) Belanja Modal
1) Alokasi Belanja modaldiprioritaskan untuk
pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan
pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
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Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang
milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan
barang milik daerah yang disusun dengan
memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan
fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah
yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang
milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD
dalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barang
milik daerah yang baru (new initiative} dan angka dasar
(baseline) serta peényusunan RKA-SKPD. Perencanaan
kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman
pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau
standar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat
(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014,

Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung
dan bangunan milik daerah mempedomani Peraturan
Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan
Bangunan Gedung Negara.

Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,
pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah
daerah tidak diperkenankan sesuai dengan Surat
Menteri Keuangan Nomor S-841 /MK.02/2014 tanggal
16 Desember 2014 hal Penundaan /Moratorium
Pembangunan Gedung Kantor Kementerian
Negara/Lembaga, kecuali penggunaan  anggaran
tersebut terkait langsung dengan upaya peningkatan
kuantitas dan kualitas pelayanan publik.

Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan
umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72Tahun 2012 tentangBiaya Operasional
dan Biaya PendukungPenyelenggaraan Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum
Yang Bersumber Dari APBD.
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Penganggaran belanja  modal digunakan untuk
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pembelian /pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset
tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan
pemerintahan dan memenuyhj nilai batas minimal
kapitalisasi aset {capitalization threshold),

Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan
dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga
beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang
terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai
aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27
ayat (7) huruf ¢ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menterq Dalam Negeri Nomor

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07,
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis
Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang
Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Pengeluaran untuk Biaya administrasi dan umum
lainnya yang tidak dapat diatribusi/dialokasikan secara
langsung pada aset tetap atau membawa aset ke
kondisi kerjanya tetap dianggarkan di Belanja Pegawai
dan/atau Belanja Barang dan Jasa.

Atribusi/alokasi biaya administrasi dan umum diatur
sebagai berikut:

a) Pengadaan konstruksi berupa gedung atau Jjalan
dan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal).
Seluruh biaya administrasi dan umum yang
meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis
kantor, dan seluruh biaya umum dan administrasi
lainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehan
aset tersebut, sehingga dianggarkan di Belanja

Modal.

Contoh :

xXx.%x.5.2.3.2 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan

XX.XX.5.2.3.2.01 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan

- Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan,
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

- ATK

- Perjalanan Dinas

- Perencanaan

- Konstruksi

- Pengawasan

- Biaya berkenaan dengan pekerjaan fisik
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b) Pengadaan barang selain konstruksi yang hanya
sejenis dalam suatu kegiatan.

Seluruh biaya administrasi dan umum yang
meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis
kantor dan seluruh biaya umum dan administrasj
lainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehan
aset tersebut, sehingga dianggarkan di Belanja
Modal.

¢) Pengadaan barang konstruksi dan non konstruksi
yang terdiri dari berbagai jenis.

Seluruh biaya administrasi dan umum yang
meliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tulis
kantor dan seluruh biaya umum dan administrasi
lainnya tidak diatribusi/dialokasikan sebagai
perolehan aset tersebut dan dianggarkan di
rekening belanja pegawai dan/atau belanja barang
dan jasa.

d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat
ekonomis atau sosial di masa yang akan datang
dan dapat diidentifikasi seperti : penyusunan
master plan, rencana tata ruang wilayah, dan
Detail Engineer Design (DED) yang diikuti
pembangunan fisik atay sejenisnya , dianggarkan
di dalam Belanja Modal.

e) Hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi atau
belum/tidak secara langsung memberikan manfaat
ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat
dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud,
sehingga dianggarkan dalam Belanja Barang dan
Jasa, Termasuk dalam kelompok ini adalah
feasibility study, Penyusunan RPJMD/Renstra,
DED yang tidak diikuti pembangungan fisiknya,
kegiatan penelitian dan pengembangan yang belum
memberikan hasil nyata atay sejenisnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal
aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang
memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset
(capitalization threshold), dan memperpanjang masa
manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomj
dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan
kapasitas, atau peningkatan muty produksi atau
peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal
sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor
7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011,

6) Penganggaran pengadaan aplikasi sistem informasi

dicantumkan kedalam belanja modal dan dikapitalisasi
menjadi aset tetap.
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d) Surplus/Defisit APBD

Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran
pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.

a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan
untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah,
pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian
pinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerah
lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan
sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial
tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan
pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada
SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya
melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

b. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah
menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,
pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan
daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan
penerimaan  pembiayaan lainnya  sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

¢. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman,
maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapan
batas maksimal jumlah kumulatif pinjaman

daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembiayaan Daerah

a.

Penerimaan Pembiayaan

1

2)

3)

perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalam
rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran
pada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya
SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian
obyek sumber SiLLPA Tahun Anggaran 2017,

Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang
bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan
dan besarannya sesuaij peraturan daerah tentang
pembentukan dana cadangan.

Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD
pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan
daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah
daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir
dari kelompok masyarakat penerima.

Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterima
akibat tidak dapat tertagith atau yang diragukan tertagih,
pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan dana
bergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah provinsi dapat melakukan pinjaman daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang
pinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten /kota yang berencana untuk melakukan
pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam
rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran
berkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjaman
yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,
Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank,
Lembaga KeuanganBukan Bank, dan Masyarakat (obligasi
daerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahuly dari
Menteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal
301 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35

Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Daerah
Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan

tentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untuk
pinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar
Negeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonan
pertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan dengan
melampirkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun
Anggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untuk
menutup kekurangan arus kas sesuaj maksud Pasal 12 ayat
(4} Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Untuk pinjaman Jangka menengah digunakan untuk
membiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkan
penerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.

Pasal 14 ayat {(4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun

2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasj

prasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publik

yang:

a)] menghasilkan penerimaan langsung berupa
pendapatan bagi APBD yang berkaitan dengan
pembangunan prasarana dan sarana tersebut;

b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupa
penghematan terhadap belanja APBD yang seharusnya
dikeluarkan  apabila kegiatan  tersebut tidak
dilaksanakan; dan/atau

¢) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.
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menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastruktur

Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal
dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari Menteri
Keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam
Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara
Menteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuaj maksud Pasal
301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Pengeluaran Pembiayaan

1)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah
Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non
permanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Dang
bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,
kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasi
Pemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek
dana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.

Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat
melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan
Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau
Lembaga Keuangan lainnya.

Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasi
Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisis
investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang

Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usaha
milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya
ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan
modal.Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan
kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah
tentang  penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak
perlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang
jumlah anggaran beényertaan modal tersebut belum melebijhi
jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada
peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang
penyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal
tersebut.
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Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor
dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat

berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk
BUMD  sektor perbankan. Pemerintah daerah dapat

(CAR).

Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham
pengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepada
BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham
menjadi 51% atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339
ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014,

Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi bemerintah,
Pemerintah Daerah dapat melakukan:

1. Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah
baik lembaga keuangan perbankan maupun lembaga
keuangan non perbankan, terkait dengan penyaluran
Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM).

2. Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuaij
dengan peraturan perundang-undangan,

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna
mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana
daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun
anggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penggunaan dang cadangan dalam saty tahun anggaran
menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran yang bersangkutan.

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri
dalam rekening kas umum daerah. Dalam hal dana

memberikan hasi] tetap dengan risiko rendah sebagaimana
dimaksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014,

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit
anggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61

2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
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C. Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan
(SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil,

2) Dalam hal perhitungan pényusunan Rancangan APBD
menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program
dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan
kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,
Pemerintah  Daerah melakukan peéngurangan bahkan
penghapusan  pengeluaran pembiayaan  yang  bukan
merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan /atau pengurangan volurne
program dan kegiatannya,

HAL KHUSUS LAINNYA

1.

Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang—Undang Nomor
23 Tahun 2014, meliputi:

a. Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

b. Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan  Administras;
Kependudukan;

d. Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsi
berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan
dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam
urusan pemerintahan dalam negeri;

€. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan;

f. Penyusunan profile kependudukan provinsi.

Terhadap urusan pemerintahan konkuren:

a. Pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/Petugas
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB);

b. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;

C. penyelenggaraan karanting ikan, pengendalian mutu, dan
keamanan hasil perikanan;

d. pengelolaan terminal penumpang tipe A;

€. penetapan lokasidan pengoperasian atau penutupan alat
penimbangan kendaraan bermotor;

f. pengelolaan inspektur tambang dan pejabat  pengawas
pertambangan; dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi
(Inspektur Migas); dan

8. pendidikan tinggi kesehatan;

tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjang
kegiatan tersebut belum dianggarkan dalam APBN.



-26-

Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah
Daerah  secara konsisten  dan berkesinambungan harus
mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang—kurangnya
20% (dua puluh per seratus} dari belanja daerah, sesuai amanat
peraturanperundang-undangan.

anggaran kesehatan minima] 10% (sepuluh per seratus) dari total
belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-
Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yang
dialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBD
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Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik pada
bidang/ subbidang yang output kegiatannya belum tercapai,yaitu:

a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,

b. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik
pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan
daerahdengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran
berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018

memperkenankan untuk kegiatan penunjang, maksy dapat
dianggarkan menggunakan APBD.

Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakan
koreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dan
dibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan
penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Non
Fisik pada tahun dikembalikannya danatersebut.

Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK} dan
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB}, Peningkatan
Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan Dana
Pelayanan Administras; Kependudukan yang bersumber dari DAK,
dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD

menguntungkan.

Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. daerahlain;

b. pihak ketiga;dan/atau

C. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang~undangan.
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maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalam
APBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan
mempedomani peraturan perundang-undangan mengenai hibah
daerah.

Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur didaerah.

Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan Pembayaran
Ketersediaan Layanan (Avaibilitiy Payment), agar menyediakan
anggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka wakty yang
diatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD pada
kelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek dan
rincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun
2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja
Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam
Penyediaan Infrastruktur.

dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam N egeri Nomor 14 Tahun 2016, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Kantor
Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),
pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untuk
pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana
Kantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam
rangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan,
pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik
di Pusat maupun di Provinsj dengan terbentuknya Sekretariat
Pembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi dengan
mempedomani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap
Kendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturan
perundang-undangan lain yang terkait.
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pelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukung

Bussiness/EoDB), dapat menganggarkan  pendanaan untuk
pembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan
prasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin  efektivitas, penguatan
koordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan Pemantapan
tugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Saty Pintu.

Dalam rangka bpeéngamanan aset daerah, SKPD dapat menganggarkan
biaya premi asuransi gedung, kendaraan jabatan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan kendaraan untuk penggunaan
khusus,

Pengadaan tanah yang penggunaannya sesuai tugas pokok fungsi
SKPD, maka penganggaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD
yang bersangkutan. Setelah pelaksanaan, hasil pengadaan tanah
dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik
Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap
darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dan
kebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosial
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang
Penanganan Konflik Sosial dan pénanganan gangguan keamanan
dalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014
tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasuk
pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya, dilakukan dengan cara:

a] Gubernur menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja
tidak terduga dengan keputusan kepala daerah dan
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak keputusan dimaksud ditetapkan;

b) Atas dasar keputusan  Gubernur tersebut, pimpinan
instansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadap
pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan;

¢) Gubernur dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan
dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap
darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya
diatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
dan

d} Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalyj belanja
tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/atau
belanja PPKD.

SKPD terkait dapat mengalokasikan anggaran program dan kegiatan
pra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam,
bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman pada
Peraturan  Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan
Bencana.
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saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD
tahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan

penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurang
mendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penyediaan anggaran untuk mobilisasij tenaga medis dan obat-
obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalam
RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan
kegiatan dimaksud,;

b) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan
disalurkan kepada kabupaten/kota yang dilanda bencana
alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan
Keuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran
2018, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut di
atas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahan
peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, untuk
selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Apabila penyediaan
anggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukan
setelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA; dan

¢) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih
Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau
dengan melakukan benggeseran Belanja Tidak Terduga untuk
bantuan penanggulangan bencana alam/bencana  sosial
diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan.

Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifat
earmark, , DBH-DR, dan dana transfer lainnya yang sudah jelas
peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat
dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau
belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan
peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengancara:

a. Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran
APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya
ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD atay disampaikan dalam LRA apabila
Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahanAPBD.

b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana
transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan
kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya
sebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerah
setelah penetapan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD,
penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan
mengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan
APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran.
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penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan cara
menganggarkan kembali mendahului perubahan APBD Tahun
Anggaran 2018 dengan terlebih dahulu mengubah peraturan

pimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalam
perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

D.alal?l rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksij DPRD
disediakan Sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuaj dengan
kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan

alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang
diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16

Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan dan

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun
2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-

Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat
menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewa
memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja pada
SKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum dan
memenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalam
pola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan-BLUD (PPK-BLUD)} diatur lebih lanjut dengan peraturan
Gubernur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatikan
antara lain sebagai berikyt:

a) Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-
BLUD, segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepat
penerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai dengan
amanat Pasal 7 ayat {3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang

) I];Ton?Oé‘ I;‘r;)lDTahun 2009 tentang Rumah Sakit.

agi atau unit kerja pada SKPD
PPI-BLUD, o ja p yang telah menerapkan
1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan format
Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
2) Taha;_)an dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA,
mengikuti tahapan dan Jjadwal proses penyusunan APBD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnya
dalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telah
menerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari
pendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1
(satu) kegiatan-

Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor
71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Neger! Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai
kegiatan seperti: inventarisasi daerah, koordinasi, pembinaan,
supervisi, pendidikan dan pelatihan /peningkatan kapasitas,
bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di
bidang keuangan  daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikan
anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanai
kegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan dan
pelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminar
dan sejenis lainnya.

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak
ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun
anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akun
belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekening
berkenaan.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, Pemerintah Daerah wajib
menganggarkan untuk Pihak Ketiga yang timbul akibat putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)
harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan,

Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan
Keluarga;
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Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
(FORKOPI DA} sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum

dilaksanakan oleh Gubernur di wilayah kerja masing-masing
menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 yang disinergikan dengan pelaksanaan tugas FORKOPIMDA.

Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan
mempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang
Perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang
terdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan; (2) Standar sarana dan
prasarana, (3) Standar pelayanan perpustakaan; (4) Standar tenaga
perpustakaan; (5) Standar penyelenggaraan; dan (6) Standar
pengelolaan.

tugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah
kepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud

Penyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan
Olahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007
tentang  Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan dan
bengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi
cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.
Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalah
olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam
bentuk uang atay bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran
berolahraga.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan
belanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yang

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan
Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
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Daerah, sebagai pelaksanaan Pasa] 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuaij dengan kewenangannya ke dalam

APBD, untuk mendanai program/kegiatan  pembinaan dan
pengawasan.

Dalam rangka efektifitas pPéngawasan dan pengendalian penyerapan
anggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yang
menfluk.ung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pengawasan
Realisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor
20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.

Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraanya dimulai
Tahun 2017, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yang

melaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Tahun 2018, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerah
kepada KPU Provinsi dan Bawasly Provinsi dengan mempedomani
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana
Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu, besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harus
mempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standar
kebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuai
peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya  terhadap pendanaan  kebutuhan pengamanan
pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun
Anggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dan
kegiatan pada SKPD berkenaan sesuaj dengan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota serentak
Tahun Anggaran 2018 terjadi pemilihan suara ulang (PSU) atau
pemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD.

Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, dan
relevansi pendidikan Islam (madrasah, pendidikan diniyah, dan
pondok pesantren) dan pendidikan non Islam di bawah binaan
Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional,
Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yang
dianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10ayat
(1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
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Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki
desa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan dan
pengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal
112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang—Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

.2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Dalam kaitan itu,

Pemerintah Desa harus menyusun Laporan Pertanggungjawaban

Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD
provinsi dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian
dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat
mengalokasikan  anggaran  untuk program dan  kegiatan
pembinaanBUMD,

Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah
yang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerah
dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru fnew
initiative) dan angka dasar (baseline} serta penyusunan RKA-SKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah, dapat mengalokasikan anggaran dalam program dan
kegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah sesuai peraturan perundang- undangan,

Tim Asistensi RKA-SKPD TA.2018 adalah pejabat struktural dari
unsur Bappeda, BPKAD, dan Biro Administrasi Pembangunan dibantu
oleh staf yang berkompeten di bidangnya;

Pelaksanaan Asistensi RKA-SKPD dilaksanakan tepat waktu secara
terpadu oleh Tim Asistensi sesuai dengan jadual dan tempat yang
ditentukan serta  dikoordinasikan oleh Biro Administrasi
Pembangunan.

SKPD menganggarkan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan
barang/jasa yang meliputi :

a) Honorarium personil organisasi pengadaan barang/ jasa termasuk
tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;

b} Biaya Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya
pengumuman ulang;

c) Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;

d) Biaya Pendukung lainnya yang diperlukan yang meliputi : biaya
survey lapangan, biaya survey harga, biaya rapat, biaya pendapat
ahli hukum Profesional, dan biaya-biaya lainnya.

SKPD diwajibkan menyusun Draft RUP sebelum proses asistensi RKA-
PD, serta melakukan pengisian RUP melalui laman
sirup.kaltimprov.go.id secara parallel pada saat proses Asistensi RKA-
SKPD.
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SKPD mengumumkan RUP setelah RAPBD ditetapkan.

Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dialokasikan
secara paket pada RKA-SKPD, disertai dengan lampiran rincian
rencana perjalanan dinas (suplemen yang disahkan oleh PA/KPA)
yang diasistensi oleh tim asistensi RKA-SKPD,

Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop,
seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari
organisasi/lembaga tertenty diluar instansi pemerintah supaya
dilakukan secara selektif dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPD

penggunaannya sesuai standarisasisarana dan brasarana Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam merencanakan kebutuhan pemeliharaan barangmilik daerah,
SKPD wajib melampirkan daftar Rencana Pemeliharaan Barang Milik
Daerah.

Melakukan evaluasi terhadap tenaga teknis /non-teknis Yang ada pada
SKPD, selanjutnya berdasarkan hasi] evaluasi tersebut SKPD
menganggarkan jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis menyatu dengan
program dan kegiatan yang melibatkan tenaga dimaksud,

Penganggaran jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis dimasukkan pada
rekening belanja barang dan jasa, sub belanja jasa tenaga
Teknis/Non-Teknis.

furan BPJS bagi Tenaga Teknis/Non-Teknis sudah termasuk dalam
besaran honor sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkan
dalam Keputusan Gubernur.

Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan
perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar
mengutamakan hasil produksi dalam negeri.

pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, serta tenaga
ahli  yang diperlukandalam pengadaan  barang/jasa yang
bersangkutan dan besarannya sesuai dengan standarisasi harga.

Untuk kegiatan rehabilitasi/ pembangunan yang menggunakan
konsultan perencana dan konsultan pengawas, biaya perencanaan
dan pengawasan dianggarkan pada belanja modal dengan prosentase
anggarannya disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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Pengeluaran untuk pengadaan barang yang harga satuannya (per
unit) kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiahj
dimasukkan pada Belanja Barang dan Jasa kecualiterhadap
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
tetap dialokasikan pada belanja modal.

Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yang
digunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengan
nilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa. Nilai satuan
minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa
peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000,00 ke atas. Sedangkan nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap
konstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas.

Suatu pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap baik
berupa rehabilitasi/pemeliharaan/penambahan /renovasi dan
sejenisnya akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi
menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa datang
dalam bentuk:
1) meningkatkan efisiensi, dan/atau
2) menambah kinerja, dan/atau
3) menambah kapasitas produksi/ volume, dan/atau
4} menambah fungsi.

b) Atau nilai rupiah pengeluaran belanja tersebut sama atau
melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah
ditetapkan.

¢) Atau  pengeluaran belanja  setelah perolehan  yang
memperpanjang masa manfaat Nilai satuan minimum
kapitalisasi atas pengeluaran belanja setelah perolehan aset tetap
{pemeliharaan) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Konstruksi gedung/bangunan/jalan/ Jjaringan
Rp.50.000.000 ke atas.
2} Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.
Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang
memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi
dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan
standar kinerja adalah pengeluaran:

a) Pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan
pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal, atau

b) yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap
tersebut agar berfungsi baik/normal, atau

¢) hanya sekedar untuk memperindah atau mempercantik suatu
aset tetap.

Sehingga pengeluaran untuk point a, b dan ¢ dianggarkan dalam

belanja barang dan jasa.

Untuk biaya peningkatan Sumber Daya Manusia (kursus, bimtek,
pelatithan, diklat) di masing-masing SKPD, maka biaya kontribusi
harus dialokasikan pada kode rekening belanja kontribusi.
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Pada saat asistensi harus melampirkan notulen rapat hasil
pembahasan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD dengan kepala-kepala
Bidang/Kabag dan wajib membawa datg pendukung sebagai berikut:
a) Daftar jumlah pegawai sesuai Golongan /Eselon.

b) Hasil Evaluasi Tenaga Teknis/Non-Teknis yang ada dan telah
ditetapkan oleh Kepala SKPD,

¢) Data Rencana Perjalanan Dinas (Suplemen).

d) Rincian Perhitungan Honorarium (Suplemen).

e) Data inventaris barang pada SKPD tahun terakhir.

f) Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan/atau daftar
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.,

g Data inventarisasi luasan bangunan yang akan direhab.

h) Data pendukung teknis (Kerangka Acuan Kerja Pengadaan
Barang/Jasa, spesifikasi teknis/ barang, gambar rencana, DED,
sketsa penanganan, dsb),

i) Rencana Kerja SKPD Tahun 2018,

J) Daftar nama, alamat penerima, jenis barang dan nilai besaran
bagi SKPD yang mengalokasikan “belanja barang yang akan
diserahkan kepada pihak ketiga/ masyarakat”.

k) Surat Pemberitahuan ke Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Kaltim bagi SKPD yang menganggarkan pengadaan
Aplikasi Sistem Informasi;

l)  Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR & PERA Prov. Kaltim bagi
SKPD yang mengusulkan Rehab/ Pemeliharaan Gedung yang
masuk kriteria belanja modal;

m) Penganggaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat} dan
Kendaraan Roda 2 (dua) harus melampirkan persetujuan
Sekretaris Daerah.

Jika terdapat nilai rasionalisasi dalam pelaksanaan Asistensi RKA-
SKPD maka diperkenankan untuk menambah target dan volume

persetujuan TAPD.

SKPD menganggarkan honorarium pejabat penatausahaan barang,
pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berkenaan dengan peralihan aset dari Kabupaten/Kota ke Provinsi
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jika terdapat kegiatan
Kabupaten /Kota yang belum selesai, dan belum diverifikasi oleh
Provinsi, maka kegiatan/ pekerjaan tersebut tidak dianggarkan oleh
SKPD Provinsi tetapi dapat dianggarkan penyelesaiannya oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

kabupaten/kota diletakkan pada belanja bantuan keuangan atay
pada belanja barang dan jasa SKPD.,

Samarinda, 19 Oktober 2017

Salinan sesuai dengan aslinya LIMANTAN TIMU
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM ~ CUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

KEPALA BIRO HUKUM,
ttd

H. SURDTO, SH
’ . H. EK ISHAK
PEMBINA UTAMA MUDA DR. H. AWANG FAROEK ISH

NIP. 19620527 198506 1 006



